Menimbang

Mengingat

TETTOAGET - . \/'
Rl T A LTI G e LT e 'rf

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR,

a. bahwa Kabupaten Aceh Besar sebagai salah soiu lokasi

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik boicasarkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nepara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2010 ientang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Penda-ocunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No::or 0 Tahun
2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenpzion Mal
Pelayanan Publik Tahun 2019;

. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas peicow oo publik
secara berkelanijutan vang cepat, mudah, unan
dan nyaman perlu dilakukan pengintegras: anan
publik pada Mal Pelayanan Publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimeana - naksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapian & oraturan

Bupati Aceh Besar tentang Mal Pelayunar  Publik
Kabupaten Aceh Besar.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahunr 195 ‘rsrtang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupatcn-iiupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Suraai o Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1. Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Repubiis eonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 199u icntang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerair [stimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Talvio 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara ~epublik
Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K=uangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara [ nbhk
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20046  tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republiic iv.donesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lemiara;. Negara
Republik Indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang i"lavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Inconesia Tuiiun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara «epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan | :mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), schosmimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubxihi i Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha: !ombaran
Negara Republik Indonesia Noraor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 201% t{entang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahon 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan | cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20!+ ‘tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satc Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 <4 Nomor
221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Taiun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu &0 v Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tulun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-ara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 20!7 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik {Beriie Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387};

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor | “abh.n 2015
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kibupaten
Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan fombaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 50;

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor = 7. 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Peranglnt  Daerah

Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupatcn /0 b Besar
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembarz: i ihupaten

Aceh Besar Nomor 55).




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANT  MAL
PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Acci cebagai
suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khuo s untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kep=ntingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-iadangan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemorintahan

yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan ©+rwakilan

Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing - nasing

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintaha:n daerah

kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaion Aceh

Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besar va; z dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarian azas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adale tempat
berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelavarian publik

&

atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yans neeiipakan
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daci-, serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Duae ) swasta
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudai: o jungkau,
aman, dan nyaman.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalsi - rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentusn oraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendudui ai s barang,

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penceleng
pelayanan publik.

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut o cicnggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi.  icmbaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang writu. hegiatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuic wooata-mata

untuk kegiatan pelayanan publik.

N}



Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjucoo Jisebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggora | ayanan
publik yang berada di lingkungan institusi penyelengiar: egara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum !:in yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu :atu atap
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis clayanan
yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui boberapa
pintu.

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadi .0 pintu
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai joii: - izyanan
yvang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pinii.

. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik aci i adalah

pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Heo o /Badan
Usaha Milik Daerah.

. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukung Lolancaran
penyelenggaraan MPP.

.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu [*in:  yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanamai: ool dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

. Pelayanan Izin Terpadu Online yang selanjutnya disebut P> adalah
sistem portal perizinan online milik Dinas Penanaman waal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar yang «:gunakan
untuk memproses izin selain yang ada pada OSS.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Prinsip
Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :
. keterpaduan;

. berdaya guna,;

. koordinasi;

. akuntabilitas;

. aksesibilitas; dan

kenyamanan.
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Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

(1) Pembentukan Mal Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengint:grasikan

berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, BUMN, BUMD ‘tan unit
layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang - .na.

(2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah :
a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan
kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan: dan
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan Lkerudahan
berusaha di Kabupaten Aceh Besar.

BAB I
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
Pasal 4
Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar terletak di Crooing Mal
Pelayanan Publik Jl. Banda Aceh — Medan Km. 8 Pasar Lambarc “:camatan
Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Pasal 5

Penyelenggara layanan pada Mal Pelayanan Publik terdiri dari :
a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Aceh;
c. Kementerian,
d. BUMN;

e. BUMD,; dan
f. Unit layanan pendukung lainnya.

Pasal 6

(1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang i.crngelola
operasional Mal Pelayanan Publik.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data pelavanan,
teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jarinzan, tenaga
pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.

(3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi
tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayaian,

Y
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(4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan pada Mai ©olayanan
Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-nu.iiyg nihak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Biaya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pads Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada DPMPTSP.

(2) Unit layanan selain Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Acen Besar
menanggung biaya operasional pengelolaan Mal Pelayanan i“uilik yang
dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditindaklanjuii dengan
perjanjian kerjasama.

(3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi
tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung daun Mal
Pelayanan Publik.

Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik, Kepala DPMPTSP
menyusun tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Pubiii.

(2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
a. Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 16.00;
b. Jum’at : Pukul 08.00 s.d. 11.30 dan
Dilanjutkan Pukul 14.00 s.d. 16.00.
(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat
pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas i :ayanan
untuk bergantian istirahat.

Pasal 9
(1) Penempatan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik dituzngkan dalam
bentuk Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan ;erjanjian
kerjasama.

(2) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Kementerian, Pemeriiai: Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan unit layanan pondukung
lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasarkan tetentuan
peraturan perundang- undangan.

Ny
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BAB 1V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10
(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan  Publik
dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangay craturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kaiur en Aceh

Besar.
Ditetapkan di Kota Jantio
pada tanggal 15 Mei 2019 M
10 Ramadian 1440 H

-BUPATI ACEH BitsAR,
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Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Mei 2019 M
10 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, @/

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 17



